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Abstract 

 

This research describes about The protection of Saudi Arabian’s government 

towards the immigrants of (labor) Indonesia 2010-2012. The Shipment of Indonesian 

labor was carried out by the government of Hindia Belanda to Suriname, South 

America. Difficultly for getting a job in this country to be one of the many factors that 

Indonesian society decided to work in another country, the country became one of the 

main options is Saudi Arabia. Initially, Indonesian Labor who worked in Saudi Arabian 

totaled 25 peoples in 1975, but has decreased from 2010-2012 because of the many 

cases of abuse committed by employers during work. The research method used is a 

descriptive of qualitative research method about the facts. This research is an 

explanatory that describe about problem, indication, policies, and actions. In writing 

techniques, the author’s collect and collate data through library research from several 

sources like books, journals, articles, websites, the media and others. The author’s also 

use the concept of human security in view the case in this study. This research shows the 

weakness of the Saudi Arabian government protection against existing Indonesian labor 

in Saudi Arabia from 2010-2012. The weakness of the Saudi Arabian government 

protection can be seen from the case of poor handling, there are no rules about the 

protection of domestic workers, the law of Saudi Arabia is different from other 

countries which use Islamic law or Sharia’ law as the basis of law, and a system of 

kafala and iqama make the position of domestic workers be difficult. 

Keywords: Labor, Human Security, Immigrant, Protection,  

Pendahuluan 

Tulisan ini akan membahas tentang perlindungan pemerintah Arab Saudi 

terhadap imigran atau tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi tahun 2010-2012. Objek 

kajian dalam ilmu hubungan internasional secara ontologis dipandang menjadi lebih 

luas dan tidak lagi menjadikan negara sebagai satu-satunya aktor penting.
1
 Isu-isu yang 

berkembang tidak hanya terkait permasalahan antara negara saja, salah satunya yaitu 

permasalahan imigrasi. Saat ini perpindahan penduduk tidak hanya erjadi dalam 

lingkungan internal saja, namun perpindahan penduduk dapat melewati batas kedaulatan 

suatu negara yang dikenal dengan migrasi internasional. Perpindahan penduduk dapat 
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disebabkan oleh beberapa alasan seperti kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan 

dengan upah yang lebih tinggi di luar negeri atau terbatasnya lapangan pekerjaan di 

dalam negeri juga dapat menjadi faktor seseorang memutuskan untuk migrasi ke luar 

negeri.  

Diseluruh dunia jumlah imigran hampir mencapai 191 juta jiwa yang mana 

presentasenya meningkat hampir dua kali lipat sejak 50 tahun terakhir.
2
 Di Indonesia, 

migrasi tenaga kerja dimulai dari tahun 1996, hingga tahun 2008 jumlah penduduk 

Indonesia yang telah migrasi ke luar negeri mencapai 748.825 orang, namun dari tahun 

ke tahun jumlah imigran Indonesia di dominasi oleh perempuan yang mencapai hampir 

setengah dari jumlah imigran.
3
 Tingginya permintaan terhadap Tenaga Kerja Indonesia 

dimulai pada tahun 1970-an, pada awalnya negara tujuan bagi sebagian besar Tenaga 

Kerja Indonesia hanya negara di kawasan Timur Tengah yaitu Arab Saudi, namun pada 

tahun 1990 negara tujuan bagi tenaga kerja bertambah luas menjadi negara-negara di 

kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik.
4
 

Arab Saudi adalah negara dengan jumlah imigran terbesar karena hampir 

melebihi jumlah pendudukasli yang ada di Arab Saudi, jumlah Tenaga Kerja Asing 

mencapai 8 – 9 juta orang dari 27 juta populasi yang ada dengan 90% merupakan 

pembantu rumah tangga.
5
 Tenaga Kerja Asing yang ada di Arab Saudi berasal dari 

berbagai negara seperti Bangladesh, Srilanka, Filipina dan Indonesia. Menurut Tatang 

Budie Utama Razak pada tanggal 30 November 2010
6
, selain Hongkong, Arab Saudi 

merupakan negara yang tidak memiliki aturan jelas terkait perlindungan terhadap 

pekerja rumah tangga, baik dalam bentuk kesepakatan seperti MoU dengan negara 

manapun. Tidak adanya aturan tertulis terkait perlindungan terhadap Tenaga Kerja 

Asing menyebabkan banyaknya kasus penyiksaan yang terjadi pada tenaga kerja selama 

masa kontrak bekerja di Arab Saudi. Tenaga Kerja Indonesia merupakan salah satu dari 

sebagian besar tenaga kerja yang pernah menjadi korban penyiksaan di Arab Saudi, 

penyiksaan yang terjadi tidak hanya dalam bentuk fisik namun dapat berupa 

pemotongan upah bekerja. 

Untuk membahas permasalahan terkait perlindungan Pemerintah Arab Saudi 

terhadap Imigran atau Tenaga Kerja Indonesia tahun 2010-2012, maka tulisan ini akan 

dibagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian pertama penulis akan membahas tentang 

latar belakang Tenaga Kerja Indonesia yaitu sejarah awal pengiriman Tenaga Kerja 

Indonesia pertama kali ke luar negeri, selanjutnya pada bagian kedua penulis akan 

membahas tentang perkembangan konsep human security serta bagaimana implementasi 

konsep human security di Arab Saudi. Pada bagian terakhir tulisan ini akan membahas 

tentang lemahnya perlindungan Pemerintah Arab Saudi terhadap Imigran atau Tenaga 

Kerja Indonesia tahun 2010-2012. 

Pembahasan 
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I. Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi 

Pandangan mulai bermunculan mengenai peranan Tenaga Kerja Asing baik dari 

negara pengirim maupun negara tujuan tenaga kerja. Berdasarkan salah satu sumber 

data menunjukkan bahwa sebagian remitan
7
 mampu melebihi jumlah investasi asing 

yang diterima negara asal, sebagai contoh di India jumlah remitan mencapai US$15 

milyar yang mana melebihi pendapatan langsung dari industri software, Filipina dengan 

jumlah remitan US$10 milyar yang melebihi jumlah pendapatan industri turismenya.
8
 

Remitan merupakan pengiriman uang hasil kerja ke daerah asal, Connel dan Effendi 

menyatakan bahwa remitan yang masuk dapat dalam bentuk barang, ataupun uang. 

Disisi lain ternyata remitan dapat berupa ide, pengetahuan atau pengalaman tenaga kerja 

selama berada di negara tujuan yang nantinya akan dibawa langsung oleh imigran yang 

kembali ke negara asal seperti yang dijelaskan oleh Mantra dan Wulan bahwa remitan 

tidak hanya bernilai ekonomis.
9
 

Pada dasarnya Warga Negara Indonesia memiliki hak dalam mendapatkan 

pekerjaan dan bebas memilih pekerjaan telah diatur dalam UUD 1945 yaitu Pasal 27 

Ayat 2 dan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 34 UU Nomor 13 

tahun 2003 mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri, selain itu Undang-undang 

mengenai penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah 

ada sejak tahun 2004
10

 yaitu UU No 39/2004
11

 dengan BNP2TKI sebagai badan 

pengamat dan pelaksana. Pada Konvensi ILO Nomor 88 pasal 6 huruf B butir IV juga 

disebutkan bahwa pemerintah diwajibkan mempermudah langkah setiap perpindahan 

tenaga kerja dari satu negara ke negara lain yang telah disetujui pemerintah negara 

penerima Tenaga Kerja Indonesia.
12

 Mengingat terbatasnya lapangan pekerjaan di 

dalam negeri, beberapa masyarakat memutuskan untuk mencari pekerjaan di Luar 

Negeri dengan tingkat upah yang relatif lebih besar. Pengiriman tenaga kerja ke luar 

negeri tidak hanya terjadi di kawasan negara-negara Uni Eropa, Arab Saudi merupakan 

salah satu negara tujuan utama bagi Tenaga Kerja Asing di beberapa negara.  

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia awalnya dilakukan oleh pemerintah Hindia 

Belanda, pertama kali Tenaga Kerja Indonesia dikirim ke Suriname, Amerika Selatan 

untuk bekerja di sektor perkebunan. Tujuan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia yaitu 

untuk menggantikan tugas para budak asal Afrika yang telah dibebastugaskan seiring 

adanya penghapusan sistem perbudakan. Sebagian besar tenaga kerja yang dikirim ke 

Suriname berasal dari Jawa karena faktor ekonomi yang mana pada waktu itu 

perekonomian penduduk pribumi sangat rendah akibat bencana meletusnya gunung 
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berapi sejak tahun 1890.
13

 Awalnya pengiriman Tenaga Kerja Indonesia dilakukan dari 

Jakarta pada tanggal 21 Mei 1890 dengan menggunakan kapal SS Koningin Emma dan 

tiba di Suriname tanggal 9 Agustus 1890 dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia 94 

orang yaitu 61 pria dewasa, 31 wanita dan 2 anak-anak.
14

 Selanjutnya Tenaga Kerja 

Indonesia yang dikirim ke Suriname terus dilakukan sampai tahun 1990 dengan 32.986 

orang dan menggunakan 77 kapal laut. Selanjutnya pada tahun 1983 pengiriman Tenaga 

Kerja Indonesia mencapai 27.671 orang yang bekerja pada delapan negara dan pada 

tahun 1992 jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri bertambah 

menjadi 158.750 orang.
15

  

Salah satu negara yang menjadi tujuan utama bagi beberapa Tenaga Kerja 

Indonesia yaitu Arab Saudi. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi 

pada awalnya hanya berjumlah 25 orang pada tahun 1975 dan kemudian jumlah tenaga 

kerja yang dikirim ke Arab Saudi terus meningkat ditambah dengan adanya krisis 

ekonomi pada tahun 1977.
16

 Sebagai negara pengekspor minyak, Arab Saudi menjadi 

negara pilihan yang cukup menjanjikan bagi sejumlah Tenaga Kerja Asing, dengan 

jumlah penduduk yang mencapai 14.435.000 jiwa hampir 314.000-812.000 jiwa yang 

merupakan tenaga kerja asing.
17

 Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi 

tersebar dalam beberapa sektor pekerjaaan yaitu pembantu rumah tangga, pengemudi 

bus dan pengepakan barang.
18

 Adapun penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Arab 

Saudi berdasarkan sektor formal dan informal dari tahun 2010-2012 yaitu: 

Tahun 2010 2011 2012 

Sektor Formal 13.377 31.714 6.409 

Sektor Informal 215.513 105.929 5.405 

Jumlah 228.890 137.643 11.814 

 Sumber: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

(BNP2TKI) 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi berdasarkan sektor formal 

dan sektor informal mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga tahun 2012, 

penempatan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2010 berjumlah 228.890 dengan tenaga kerja 

laki-laki 25.265 dan tenaga kerja wanita 203.625, selanjutnya mengalami penurunan 

tahun 2011 yaitu 137.643 dengan tenaga kerja laki-laki 27.002 dan tenaga kerja wanita 

110.641, dan terakhir tahun 2012 hanya berjumlah 11.814 dengan tenaga kerja laki-laki 
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7.875 dan tenaga kerja wanita 3.939.
19

 Penyebab menurunya jumlah Tenaga Kerja 

Indonesia yang di tempatkan di Arab Saudi yaitu adanya kasus penyiksaan yang 

dilakukan oleh majikan. Adanya kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dapat 

disebabkan karena sebagian besar tenaga kerja yang dikirim hanya memiliki pendidikan 

dan keterampilan yang rendah sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai 

pekerjaan yang diberikan dan kontrak perjanjian yang diberikan. Selain itu kurangnya 

penguasaan bahasa menyebabkan Tenaga Kerja Indonesia mengalami kesulitan dalam 

hal berkomunikasi, serta kurangnya pemahaman mengenai budaya dan aturan hukum 

negara tujuan juga dapat menjadi salah satu faktor banyaknya penyiksaan yang terjadi 

pada tenaga kerja.
20

 

Disisi lain penyiksaan terhadap tenaga kerja yang berada di luar negeri dapat 

terjadi karena pemerintah belum memiliki kesepakatan seperti nota Government to 

Government dengan negara tujuan. Indonesia baru mulai membuat kesepakatan dengan 

negara lain yaitu sekitar tahun 2006 dengan adanya penandatanganan MoU penerima 

Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 2006
21

 dengan beberapa negara seperti Malaysia, 

Korea Selatan, Kuwait, Taiwan, Jepang dan Jordania. Disisi lain tanggal 28 Mei 2011
22

 

Indonesia mencapai kesepakatan melalui Memorandum of Understanding (MoU) 

mengenai perbaikan penempatan dan perlindungan selama enam bulan ke depan 

terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi. 

II. Human Security di Arab Saudi 

Pasca Perang Dingin banyak teori-teori baru yang muncul seiring meluasnya 

objek kajian dalam ilmu hubungan internasional, salah satunya yaitu isu keamanan yang 

tidak hanya keamanan tradisional namun mencakup keamanan non tradisional. Pada 

awalnya konsep human security digunakan dalam upaya mencapai perdamaian pada 

Perang Dingin terkait pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan 

sistem pemerintahan demokrasi. Isu-isu yang dibahas dalam konsep human security 

yaitu kejahatan yang terorganisir dan kekerasan pidana, Hak Asasi Manusia dan Good 

Governance, konflik bersenjata dan intervensi, genosida dan kejahatan massa, kesehatan 

dan pengembangan serta sumber daya dan lingkungan.
23

 Saat ini negara tidak lagi 

menjadi aktor tunggal dalam konsep kemanan, namun telah bergeser menjadi manusia 

dan masyarakat yang dijadikan sebagai tolak ukur dari rasa aman atau tidak aman suatu 
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negara. Berdasarkan dimensi keamanan dalam konsep human security, maka 

implementasinya dapat dikelompokkan sebagai berikut
24

: 

1. Economic security – the threat is poverty. 

2. Food security – the threat Is hunger and famine. 

3. Health security – the threat is injury and disease. 

4. Environmental security – the threat is pollution, environmental degradation 

and resource depletion. 

5. Personal security – the threat involves various forms of violence. 

6. Community security – the threat is to integrity of cultures. 

7. Political security – the threat is political repression. 

Konsep human security berbeda jika dibandingkan dengan konsep keamanan 

nasional, jika pada konsep keamanan nasional fokus kajian yaitu bagaimana cara 

bertahan terhadap ancaman militer di perbatasan suatu negara dan stabilitas keamanan 

melalui pendekatan negara hanya akan menimbulkan perlombaan persenjataan yang 

mengancam kelangsungan hidup manusia. Pada konsep human security keamanan lebih 

difokuskan pada individu karena hampir 100 tahun terakhir ancaman terhadap individu 

datang dari kelompok internal seperti pemerintah sendiri.
25

 Bagi negara dan komunitas 

internasional pembangunan dan kesejahteraan manusia menjadi fokus utama agar 

manusia menjadi lebih perduli terhadap sesama dan kehidupan sosial. Pada intinya 

keamanan negara dan keamanan internasional dapat dicapai jika adanya jaminan atas 

keamanan manusia baik dari ancaman fisik maupun kebebasan dari rasa lapar. Berikut 

beberapa dimensi-dimensi yang terkait dengan keamanan
26

 yaitu : 

1.  The Origins of Threats, ancaman yang datang tidak lagi berasal dari luar 

sebuah negara namun berasal dari domestik dan global. 

2. The Nature of Threats, sifat ancaman tidak hanya berasal dari aspek militer 

namun menjadi lebih rumit dan multidimensional serta komprehensif seperti 

aspek-aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup serta isu 

demokratisasi dan hak asasi manusia. 

3. Changing Respons, isu yang ada secara tradisional direspon dengan tindakan 

kekerasan atau militeristik, namun pada saat ini harus direspon dengan 

pendekatan non-militer seperti ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya. 

4. Changing Responsibility of Security, seluruh interaksi manusia pada tataran 

global harus mendukung terciptanya sebuah tingkat kemanan yang tinggi 

dan timbal balik, dalam arti keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab 

negara namun juga kerjasama transnasional antar aktor non-negara. 

5. Core Values of Security, adanya perlindungan terhadap nilai-nilai baru dalam 

tataran individual ataupun global disamping indepedensi nasional, 

kedaulatan dan integritas territorial. 

Jika berbicara mengenai keamanan individu pada konsep human security, Arab 

Saudi merupakan salah satu negara dengan tingkat keamanan yang rendah, ancaman 

datang dari struktur politik, sosial dan ekonomi yang tidak adil dari segi persaingan, 
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lemahnya perlindungan terhadap perempuan karena adanya diskriminasi hukum 

terhadap perempuan di Arab Saudi, rendahnya tingkat keamanan di Arab Saudi juga 

mengacu pada degradasi lingkungan, diskriminasi, pengangguran, kemiskinan dan 

kelaparan. Selain itu banyaknya kasus penyiksaan terhadap Tenaga Kerja Asing juga 

menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat keamanan manusia di Arab Saudi. Kasus 

kekerasan terhadap imigran paling tinggi yaitu penganiayaan yang dilakukan 

majikannya terhadap pekerja rumah tangga yang mana dapat menyebabkan kematian, 

korban kerja paksa dan korban perdagangan manusia. Berikut pernyataan salah satu 

pekerja rumah tangga yang menjadi korban penyiksaan di Arab Saudi: 

“Saya berusia 17 tahun, dari Mindanao. Saya sudah lulus tiga tahun sekolah 

menengah. Ketika saya menjadi pekerja rumah tangga, usia saya baru 15 tahun. 

Awalnya saya mengira hanya akan menjadi pengawas anak-anak saja, namun 

ternyata saya bekerja penuh waktu bahkan saya tidak tahu berapa upah saya. 

Saya harus bekerja di lima rumah dalam waktu satu minggu, selain itu saya 

juga mengalami pelecehan seksual ketika berada di agen. Ketika berada di agen 

saya di beli oleh seseorang berkebangsaan Arab Saudi yang akhirnya menjadi 

majikan tetap saya, saya dijual seharga 10.000 riyals, tidak hanya itu saya juga 

mengalami tindakan pemerkosaan yang dilakukan majikan saya. Setelah saya 

memberitahu semua kejadian yang saya alami kepada kedutaan saya tinggal di 

tempat penampungan, namun saya tidak mendapatkan kejelasan terhadap kasus 

saya sehingga saya berada di penampungan sampai 9 bulan”. (Haima G, 

Tenaga Kerja Wanita asal Filipina berumur 17 tahun)
27

 

Berdasarkan pernyataan Haima tenaga kerja asal Filipina dapat dilihat bahwa 

rendahnya tingkat keamanan yang ada di Arab Saudi, sebagian besar tenaga kerja 

mengalami tindakan pelecehan seksual dan penyiksaan yang dilakukan oleh 

majikannya, selain itu Haima harus menunggu di tempat penampungan sampai 9 bulan 

karena tidak ada kejelasan hukum terhadap kasusnya. 

III. Lemahnya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi 

Pada awalnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim ke Arab Saudi yaitu 

25 orang pada tahun 1975, selanjutnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, 

namun sejak tahun 2010 jumlah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia mengalami 

penurunan hingga tahun 2012.  

 

Tahun 2010 2011 2012 

Sektor Formal 13.377 31.714 6.409 

Sektor Informal 215.513 105.929 5.405 

Jumlah 228.890 137.643 11.814 

Sumber: Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Tenaga Kerja Indonesia 

yang ditempatkan di Arab Saudi dari tahun 2010 menurun hingga tahun 2012, jika pada 

tahun 2010 jumlah Tenaga Kerja Indonesia mencapai 228.890 namun pada tahun 2012 

menurun hingga 11.814. Penurunan jumlah Tenaga Kerja Indonesia disebabkan oleh 

banyaknya kasus penyiksaan yang terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia. Berdasarkan 

data BNP2TKI tahun 2010 merupakan tahun dengan jumlah korban penyiksaan 
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tertinggi yang mencapai 5.495 jiwa
28

 di antaranya 1.097 orang mengalami 

penganiayaan, 3.500 sakit akibat kondisi kerja tak layak, dan 898 mengalami kekerasan 

seksual dan tidak digaji.
29

 Berikut beberapa bentuk kurangnya penanganan pemerintah 

Arab Saudi terhadap tenaga kerja yang menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap 

tenaga kerja, yaitu
30

 : 

1. Mekanisme Penanganan yang Buruk 

Salah satu bukti bentuk lemahnya perlindungan pemerintah Arab Saudi terhadap 

Tenaga Kerja Indonesia yaitu melalui mekanisme penanganan yang buruk. Hampir 

setiap tahun pemerintah Arab Saudi menerima laporan penyiksaan terhadap tenaga kerja 

yang dilakukan oleh majikan, namun tanggapan terhadap tindakan eksploitasi ataupun 

kriminal terhadap Tenaga Kerja Indonesia kurang begitu baik sehingga tidak begitu 

memberikan pengaruh terhadap kasus kekerasan yang terjadi. Selain itu adanya 

mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak adil seperti petugas yang mengadili 

pekerja rumah tangga berdasarkan gugatan yang diajukan majikan, sehingga pada akhir 

kasus pekerja rumah tangga hanya dipulangkan ke negara asal tanpa kejelasan mengenai 

hak-haknya sebagai pekerja rumah tangga.  

“Kontrak kerja tidak jelas, agen di Kerajaan Saudi Arabia [Arab Saudi] buruk 

dan tidak jujur.... Beberapa majikan memperlakukan pekerjanya seperti budak, 

beberapa memperlakukan mereka seperti anggota keluarga mereka sendiri. Kita 

harus akui itu.” 

 (Dr. Abd al-Muhsin al-`Akkas, Menteri Sosial, Riyadh).
31

 

Kementerian Sosial yang bertugas memberikan pelayanan seperti penyelesaian 

visa untuk kembali ke negara asal, pengurusan dokumen identitas ataupun penyelesaian 

sengketa terkait upah bekerja terhadap pekerja rumah tangga tidak berfungsi 

sepenuhnya, karena beberapa pekerja rumah tangga harus menyelesaikan keuangan 

yang merugikan dan menunggu di tempat penampungan selama berbulan-bulan tanpa 

menerima informasi yang jelas mengenai kasus yang dialami mereka. Pekerja rumah 

tangga juga menghadapi beberapa masalah saat berhadapan dengan hukum pidana Arab 

Saudi seperti lambatnya akses dalam memperoleh bantuan penerjemah, bantuan hukum 

dan akses pada konsulat negara asal. Mekanisme penanganan yang buruk juga terlihat 

dari tidak adanya mekanisme penanganan lokal yang efektif bagi korban penganiayaan, 

negara pengirim sangatlah berperan dalam memberikan pembelaan terhadap hak warga 

negara masing-masing. 

2. Pengecualian dalam Hukum Perburuhan 

Hukum perburuhan berdasarkan Dekrit Kerajaan No,M/51 tanggal 27 September 

2005
32

 menyebutkan adanya jaminan perlindungan untuk setiap tenaga kerja seperti 

perlindungan atas batas jam kerja, larangan pemotongan upah, penentuan hari libur 

ataupun mekanisme penyelesaian permasalahan, namun pada hukum perburuhan tidak 

ada aturan tertulis terkait jaminan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. 
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3. Pelanggaran Prosedur 

Proses pengadilan di Arab Saudi tidak sesuai dengan dasar hukum internasional, 

pada beberapa kasus tenaga kerja tidak mendapatkan penerjemah, penasehat hukum 

ataupun akses ke kantor konsulat negara asalnya masing-masing. Selain itu lambatnya 

akses petugas Arab Saudi dalam memberikan informasi kepada petugas diplomatik dari 

negara asal terkait kasus yang terjadi pada warga negara masing-masing, sehingga akses 

bantuan untuk tenaag kerja terkadang datang tidak tepat pada waktunya. Hal ini jelas 

melanggar hukum acara pidana bahwa “Siapapun yang ditangkap atau ditahan berhak 

untuk menghubungi siapapun yang diinginkan untuk memberitakan penahanannya dan 

setiap terdakwa berhak untuk memiliki wakil atau pengacara untuk membela diri 

selama proses peradilan dan investigasi.”
33

 Disisi lain berdasarkan Konvensi Wina 

tentang urusan konsular menyebutkan bahwa setiap petugas konsulat berhak memiliki 

akses untuk berkomunikasi secara bebas dengan warga negaarnya. Adanya pelanggaran 

terhadap prosedur juga dapat dilihat dari buruknya akses putusan tertulis yang 

mempersulit proses dalam mengarsip dan mempersiapkan banding karena beberapa 

dokumen yang diberikan menggunakan bahasa Arab sehingga sulit untuk dimengerti. 

Salah satu contoh kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang dilakukan 

majikan selama bekerja di Arab Saudi yaitu kasus Nourmiati Tenaga Kerja Wanita yang 

yang mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan, selain itu Nourmiati juga tidak 

mendapat cukup makan dan selama setahun upah kerja Nourmiati tidak diberikan oleh 

majikannya. Penanganan kasus Nourmiati berlangsung hingga tiga tahun, selain itu 

Nourmiati pada awalnya dianggap memberikan pengaduan palsu dan diberikan hukum 

79 kali cambuk, meskipun hukuman tersebut pada akhirnya dibatalkan, tetapi majikan 

Nourmiati yang telah melakukan kekerasan fisik juga dibebaskan dari tindakan hukum. 

Pada dasarnya hukum internasional terkait perlindungan terhadap Tenaga Kerja 

Asing telah diatur dalam Konvensi PBB Tahun 1990 yaitu perlindungan hak-hak 

seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya yang mana saat ini dikenal dengan 

Konvensi Migran. Konvensi ini pertama kali dideklarasikan di New York tanggal 18 

Desember 1990 dan disahkan sebagai salah satu hukum internasional tanggal 1 Juli 

2003. Negara-negara yang baru meratifikasi yaitu 35 negara termasuk Philipina dan 

Indonesia di wilayah ASEAN.
34

 Meratifikasi konvensi ini pada dasarnya sangat penting 

dilakukan sebagai bentuk sebuah komitmen sebuah negara dalam melindungi pekerja 

yang akan dikirim ke luar negeri. Selain itu dengan meratifikasi Konvensi migran ini 

berarti pemerintah wajib dalam memberikan peluang dan kesempatan bagi setiap tenaga 

kerja asing dan anggota keluarganya untuk bekerja di dalam negeri, pada Konvensi juga 

diatur mengenai permasalahan minimnya standar perlindungan hak-hak sipil, ekonomi, 

sosial dan budaya pekerja migran dan anggota keluarganya. 

Tidak adanya pembelaan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia menjadikan 

kasus kekerasan terhadap TKI semakin bertambah, selain itu pada saat pengadilan 

beberapa tenaga kerja sulit untuk mendapatkan akses pertolongan terhadap petugas 

diplomasi Indonesia, selain itu pada sebagian kasus tenaga kerja tidak diberikan 

penterjemah sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi pada saat pengadilan. 
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Disisi lain pemerintah Arab Saudi membenarkan adanya sistem kafala yang mana visa 

dan paspor pekerja rumah tangga akan ditahan oleh majikan sampai masa kontrak kerja 

selesai dengan alasan setiap majikan telah membayar mahal untuk masing-masing 

pekerja rumah tangga. Pada sisi hukum, Arab Saudi merupakan negara yang tidak 

memiliki aturan tertulis yang menjamin perlindungan terhadap pekerja rumah tangga 

karena di Arab Saudi pekerja rumah tangga dianggap bukanlah sebagai sebuah profesi. 

Lemahnya perlindungan pemerintah Arab Saudi terhadap imigran menjadikan Arab 

Saudi sebagai salah satu negara yang gagal mengatasi masalah perdagangan manusia. 

Simpulan 

 Tulisan ini dibuat untuk menganalisa bagaimana bentuk perlindungan yang 

diberikan pemerintah Arab Saudi terhadap imigran atau Tenaga Kerja Indonesia tahun 

2010-2012. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

perlindungan pemerinath Arab Saudi terhadap imigran Indonesia sangat lemah, 

berdasarkan data BNP2TKI tercatat bahwa tahun 2010 jumlah korban kekerasan kepada 

Tenaga Kerja Indonesia mencapai angka tertinggi yaitu 5.495 orang. Tingginya angka 

korban kekerasan terhadap tenaga kerja selama tahun 2010 menyebabkan penurunan 

jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan di Arab Saudi. 

Banyaknya kasus penyiksaan yang terjadi disebabkan oleh lemahnya 

perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Pada beberapa kasus 

penganiayaan yang dialami, Tenaga Kerja Indonesia tidak mendapatkan kejelasan 

hukum dan putusan pengadilan yang tidak adil, salah satu contoh yaitu korban 

penyiksaan harus menunggu hingga tiga tahun sebelum persidangan kasusnya 

dilaksanakan. Kedutaan Indonesia di Riyadh menyebutkan bahwa pada tahun 2006 ada 

3.687 pengaduan yang diterima. 
35

 Adanya diskriminasi terhadap tenaga kerja asing di 

Arab Saudi menyebabkan beberapa tenaga kerja berhenti ataupun kabur sebelum masa 

kontrak kerja selesai termasuk Tenaga Kerja Indonesia, namun pekerja yang berhenti 

sebelum masa kontrak selesai tetap dianggap sebagai pekerja tanpa dokumen. Selain itu 

adanya sistem kafala ataupun sistem iqama menunjukkan lemahnya perlindungan yang 

diberikan Pemerintah Arab Saudi terhadap tenaga kerja yang ada termasuk Tenaga 

Kerja Indonesia. Pada sistem kafala paspor dan visa milik tenaga kerja di tahan majikan 

sehingga selama masa kontrak tenaga kerja tidak dapat meninggalkan tempat walau 

bagaimanapun kondisi yang dialami, adanya sistem kafala secara tidak langsung 

menyebabkan majikan memiliki kekuasaan penuh terhadap setia tenaga kerja, selain itu 

pemerintah Arab Saudi yang membenarkan tindakan adanya penahanan visa dan paspor 

tenaga kerja dengan alasan setiap masyarakat Arab Saudi telah membayar mahal kepada 

para agen untuk mendapatkan tenaga kerja.  

Pada sistem iqama setiap tenaga kerja wajib mendapatkan ijin dari majikan jika 

ingin berhenti atau pindah pekerjaan. Selain itu dasar hukum yang berbeda juga 

menyebabkan sulitnya tenaga kerja mendapatkan perlindungan untuk setiap kasus yang 

dialami, Arab Saudi menggunakan Hukum Islam atau Hukum Syariah sebagai dasar 

hukum sehingga aturan-aturan yang ditetapkan berbeda. Jika dilihat dari berbagai sistem 

yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi pada Tenaga Kerja Indonesia termasuk 

cara penanganan kasus, maka pemerintah tidak begitu perduli dengan hak-hak Tenaga 

Kerja Asing yang ada di Arab Saudi termasuk Tenaga Kerja Indonesia, walaupun pada 

tahun 2013 Arab Saudi telah memiliki Undang-Undang pekerja rumah tangga namun 
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perlindungan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia 

masih sangat lemah.  

Maka dapat disimpulkan bahwa Arab Saudi merupakan negara dengan tingkat 

keamanan dan perlindungan yang lemah, baik terhadap warga negara Arab Saudi 

maupun terhadap Tenaga Kerja Asing termasuk Tenaga Kerja Indonesia, Arab Saudi 

juga dianggap sebagai negara yang gagal dalam menangani permasalahan adanya sistem 

perbudakan melalui salah satu pemantauan organisasi kemanusiaan yang dilakukan 

Amerika Serikat. Namun pada perkembangannya saat ini pemerintah Arab Saudi telah 

memiliki Undang Undang Tenaga Kerja Informal.
36

 Keberadaan undang-undang 

memungkinkan terbukanya kembali sistem pengiriman Tenaga Kerja Asing ke Arab 

Saudi termasuk Tenaga Kerja Indonesia meskipun harus menunggu beberapa pertemuan 

lagi terkait kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut. Saat ini Undang Undang Tenaga 

Kerja domestik Arab Saudi memberikan perlindungan banyak buruh migran yang 

bekerja pada sektor lokal di negara tersebut dengan arti Tenaga Kerja Asing telah 

menjadi salah satu urusan negara. 
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